PEMERINTAH KABhhUPATEN PASURUAN
KECAMATAN LUMBANG

Jalan raya Cukurguling No 08
LUMBANG 67183
Email - kecamatanlumbangpas@gmail.com

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN CAMAT LUMBANG
NOMOR : 060/ |5 - /424.309/2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

KECAMATAN LUMBANG KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2024

CAMAT LUMBANG,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan
prima kepada pengguna jJasa pelayanan  setiap
penyelenggara pelayanan publik wajib Standar Pelayanan,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada
Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan dengan
Keputusan Camat,

. Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar
Pelayanan;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan dan Survey Kepuasan Masyarakat Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;



8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten
Pasuruan;

9. Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 69 Tahun
2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun
2013 tentang Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU - Menetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Lumbang
Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA - Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar
Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,
seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko
dengan sebaik-baiknya.
KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di - Pasuruan
pada tanggal L S— 2024
Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan



STANDAR PELAYANAN

PADA KECAMATAN LUMBANG KABUPATEN PASURUAN

Terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Delivery Service)

Persyaratan Membawa SPPT (Surat Pemberitahuan Pembayaran
Terhutang) PBB
Skema,
T i WP (Wajib Pajak)
e RS menyerahkan SPPTPBB [T |
Prosedur kepada Petugas Pajak |
Diterima Ien:la;:m
' el
Petugas memasukkan Nomor '
Objek Pajak ke dalam
Komputer B
Tanpa
Perbaikan
WP membayar pajak sesuai
Jjumlah yang tercantum pada
SPPT
Petugas mengeluarkan STTS
(Surat Tanda Terima Setoran)
PBEB dan menyerahkan
kepada WP
STTS (Surat
Tanda
Terima
Setoran)
1. WP (Wajib Pajak) menyerahkan SPPT PBB kepada
Petugas Pajak Kecamatan
2. Petugas memasukkan Nomor Objek Pajak ke dalam
Komputer
3. WP membayar pajak sesuai jumlah yang tercantum
pada SPPT
4. Perugas mengeluarkan STTS (Surat Tanda Terima
Setoran) PBB dan menyerahkan kepada WP
Waktu Pelayanan | 20 menit
Biaya / Tarif Sesuai SPPT




5. | Produk STTS PBB
Pelayanan

6. | Penanganan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan
Pangaduan, Lumbang
Saran & Jl. Raya Cukurguling No 08 Lumbang 67183
Masukan Email : kecamatanlumbangpas@gmail.com

Terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi
manufacturing)

L.

Dasar Hukum

. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang

Azas Pembayaran Pajak Terhutang PBB

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Pasuruan

Sarana Prasarana
& Fasilitas

000

Komputer 1 unit

Printer 1 unit

Kursi 2 Unit dan meja 1 unit
Buku dan alat tulis

Kompetensi
Pelaksana

Camat

Memahami uraian tugas

Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan PBB

Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
public

Sekretaris Camat

Memahami uraian tugas

Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan PBB

Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
publik

Kasi Pemerintahan dan Pelayanan:

Memahami uraian tugas

Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan PBB

Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
publik

Menyelesaikan kewajiban PBB terhutang se-
Kecamatan agar dapat mencapai lunas 100 %
sebelum jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus
2023.




Pemangku Jabatan

-

Memahami uraian tugas

Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan PBB

Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
publik

Menyelesaikan kewajiban PBB terhutang se-
Kecamatan agar dapat mencapai lunas 100 %
sebelum jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus
2023.

Jumlah 5 orang petugas pelaksana terdiri dari :
Pelaksana - Camat
- Sekcam
- Kasi Pemerintahan dan Pelayanan
- 2 Orang Operator PBB
Pengawasan Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai
Internal (SKP)
Jaminan - Pelayanan yang diberikan sudah sesuai SOP yang
Pelayanan telah ditentukan
- Sesuai Maklumat Pelayanan
- Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar
pelayanan yang telah ditetapkan maka siap
menerima sanksi sesuai peraturan perundang-
undangan yvang telah ditetapkan
Jaminan 1. Registrasi SPPT yang diterbitkan
Keamanan & 2. SPPT yang sudh di Stempel Kecamatan
Keselamatan
Pelayanan

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu
bulan sekali dan evaluasi ke Desa setiap tiga bulan
sekali




Terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Delivery Service)

Mekanisme dan

Prosedur

N

1. | Persyaratan 1. Surat Pengantar SKCK dari Desa
2. Foto copy KTP
3. Foto copy KK
4. Foto copy Akta Kelahiran
5. Pass Foto 4x6
2. | Skema,

Pemohon menyerahkan
Surat Pengantar SKCK dari

Desa
Diterima ETﬂmmm
| perbaikan
Petugas memeriksa ;
kelengkapan dokumen | |
Tanpa
Perbaikan

Petugas meminta ttd kepada
peiabat yang berwenang

!

Petugas meregister dan
memberikan setempel serta
menyampaikan rekomendasi
kepada pemohon

,

Pemohon mengambil
rekomendasi SKCK

Surat
Pengantar
Permohonan
SKCK

. Pemohon menyerahkan Surat Pengantar SKCK

dari Desa

Petugas memeriksa kelengkapan dokumen
Petugas meminta ttd kepada pejabat yang
berwenang




4. Petugas meregister dan memberikan setempel
serta menyampaikan rekomendasi kepada
pemohon

5. Pemohon mengambil rekomendasi SKCK

4. | Waktu Pelayanan | 10 menit
5. | Biaya / Tarif Gratis
6. | Produk Surat Pengantar Permohonan SKCK
7. | Penanganan Kasi Pemerintahan dan Pelavanan Kecamatan
Pangaduan, Lumbang
Saran & JL Raya Cukurguling No. 08 Lumbang
Masukan Email : kecamatanlumbangpas@gmail.com
Terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi
(manufacturing)
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Pasuruan
2. | Sarana Prasarana | 1. ATK
& Fasilitas 2. Komputer
3. Printer
4. Berkas Permohonan
3. | Kompetensi Camat
Pelaksana -  Memahami uraian tugas
-  Memahami prosedur, sistem dan mekanisme

Pelayanan rekomendasi SKCK
- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
publik

Sekretaris Camat

- Memahami uraian tugas

- Memahami prosedur, sisterm dan mekanisme
Pelayanan rekomendasi SKCK

- Memahami standar pelayanan dalam pelavanan
publik

Kasi Pemerintahan dan Pelayanan:

- Memahami uraian tugas

- Memahami prosedur, sistemm dan mekanisme
Pelayanan rekomendasi SKCK




- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
public

- Melaksanakan Pelayanan masyarakat terhadap
permintaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
kepada Polsek setempat

Staff Pemerintahan dan Playanan

- Memahami uraian tugas

- Memahami prosedur, sistem
Pelayanan rekomendasi SKCK

-  Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
public

- Melaksanakan Pelayanan masyarakat terhadap
permintaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
kepada Polsek setempat

dan mekanisme

Jumlah 6 Orang, terdiri dari :
Pelaksana - Camat
-  Sekretans Camat
- Kasi Pemerintahan dan pelayanan
- 3 jabatan Pelaksana
Pengawasan Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai
Internal (SKP)
Jaminan - Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar
Pelayanan pelayanan yang telah ditetapkan maka siap
menerima sanksi sesuai peraturan perundang-
undangan yang telah ditetapkan
- Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap,
dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Sesuai Maklumat Pelayanan,
Jaminan Registrasi dokumen yang diterbitkan

Keamanan &
Keselamatan
Pelayanan

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi pelayanan melalui rapat stafl setiap satu
bulan sckali.




Terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Delivery Service)

1. | Persyaratan 1. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan
2. Foto copy KTP
3. Foto copy KK
4. Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Desa
5. Lembar verifikasi darnn RT/RW dan BPD
2. | Skema,
o Pemohon menyerahkan
Mekanisme dan berkas Surat Keterangan |
Prosedur Tidak Mampu dari Desa i

Diterima ' Terdapat
v ! perbaikan

Petugas memeriksa
kelengkapan dokumen

Tanpa
Perbaikan
Petugas meminta tid kepada
pejabat yang berwenang

'

Petugas meregister dan
memberkan setempel serta
menyampaikan rekomendasi

kepada pemohon

.

Pemohon mengambil
rekomendasi Surat
Keterangan Tidak Mampu

v

Rekomendasi
SKITM

—_

. Pemohon menyerahkan berkas yang diperlukan.

2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen.

. Petugas meminta ttd kepada pejabat yang
berwenang.

4. Petugas meregister dan menyetempel rekomendasi

surat keterangan tidak mampu serta

menyampaikan kepada pemohon.

W




5. Pemohon mengambil rekomendasi surat
keterangan tidak mampu tersebut untuk diproses
selanjutnya

3. | Waktu Pelayanan | 10 menit
4, | Biaya / Taril Gratis
5. | Produk PENGANTAR PERMOHONAN SKTM
Pelayanan
6. | Penanganan Kasi Kesejahteraan dan Sosial Kecamatan Lumbang
Pangaduan, J1. Raya Cukurguling No. 08 Lumbang
Saran & : = .
Masakisi Email : kecamatanlumbangpas@gmail.com

Terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisas

ﬂmmufactnzingj
1. | Dasar Hukum 1. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Pasuruan
2. | Sarana Prasarana | 1. ATK
& Fasilitas %, ompRter
3. Printer
4. Berkas Permohonan
3. | Kompetensi Camat
Palakaini - Memahami uraian tugas

- Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Tidak
Mampu (SKTM)

- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
publik

Sekretaris Camat

- Memahami uraian tugas

- Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Tidak
Mampu (SKTM)

- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
publik

Kasi Pemerintahan dan Pelayanan:

- Memahami uraian tugas

- Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Tidak
Mampu (SKTM)




-  Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
public

Staff Pemerintahan dan Playanan

- Memahami uraian tugas

-  Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Tidak
Mampu (SKTM)

- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
publik.

Jumlah 6 Orang, terdiri dan :
-  Camatl
Feiskeana - Sekretaris Camat
- Kasi Pemerintahan dan pelayanan
- 3 jabatan Pelaksana
Pengawasan Penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai
Internal (SKP)
Jaminan - Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar
Pelayanan pelayanan yang telah ditetapkan maka siap
menerima sanksi sesuai peraturan perundang-
undangan yang telah ditetapkan
- Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap,
dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Sesuai Maklumat Pelayanan.
Jaminan 1. Informasi yang disampaikan dijamin

Keamanan 8
Keselamatan

Pelayanan

kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
. Petugas yang melaksanakan pelayanan telah
mendapat penugasan dari atasan langsung;
3. Registrasi Surat Pengantar vang diterbitkan dan
distempel Kecamatan.

[ )

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf stiap satu
bulan sekali




Terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Delivery Service)

1. | Persyaratan

kol oo

Surat Permohonan

Surat pernvataan kesanggupan
Foto copi KK

Foto copi KTP

2. Prosedur

Pemohon menyerahkan
berkas Rekomendas: Ijin
Keramaian /Hiburan

Di.r.:riml

Petugas memeriksa
kelengkapan dokumen
persyaratan

Tanpa
Perbaikan

Petugas meregister ke dalam
buku register

hJ

Petugas menyerahkan berkas
permohonan kepada pejabat
vang berwenang

¥

Pejabat melakukan survei
lokasi ijin

!

Pejabat meminta TTD Camat
& stempel apabila dianggap
memenuhi syarat saat survei
lokasi ijin

'

Pemohon mengambil surat
rekomendasi [jin
Keramaian / Hiburan

1

'

5 Terdapat
. perbaikan




I. Pemohon menyerahkan berkas Rekomendasi ljin
Keramaian /Hiburan

2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen
persyaratan

3. Petugas meregister ke dalam buku register

4. Petugas menyerahkan berkas permohonan kepada
pejabat vang berwenang

5. Pejabat melakukan survei lokasi ijin

6. Pcjabat meminta TTD Camat & stempel apabila
dianggap memenuhi syarat saal survei lokasi ijin

7. Pemohon mengambil surat rekomendasi ljin
Keramaian/Hiburan

8. Surat Rekomendasi ljin Keramaian/ Hiburan

3. | Waktu Pelayanan | 5 hari

4, | Biaya / Tarifl Gratis
5. | Produk PENGANTAR IJIN KERAMAIAN
Pelayanan
6. | Penanganan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Pangaduan, Lumbang
Saran & Jl. Raya Cukurguling No. 08 Lumbang
Masukan Email : kecamatanlumbangpas@gmail.com
Terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi
(manufacturing)
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka
Umum

3. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Pasuruan

Buku Register
ATK

Komputer 1 unit
Printer 1 unit

2. Sarana Prasarana
& Fasilitas

-ﬂ-l.n}h]:—-




Kompetensi Camat
Pelaksana - Memahami uraian tugas
- Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan Permohonan Surat ijin Keramaian/
hiburan
- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
publik
Sekretaris Camat
- Memahami uraian tugas
- Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan Permohonan Surat Pengantar Surat
ijin Keramaian/ hiburan
- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
publik
Kasi Pemerintahan dan Pelayanan:
- Memahami uraian tugas
-  Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan Permohonan Surat Pengantar ijin
Keramaian/ hiburan
- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
public
- Memberikan legalitas pengantar untuk ke polsek
dalam rangka ijin melakukan kegiatan keramaian
didepan umum
Jabatan pelaksana
Memahami uraian tugas
- Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan Permohonan Surat Pengantar ijin
keramaian,/ hiburan.
- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
public
- Memberikan legalitas pengantar untuk ke polsek
dalam rangka ijin melakukan kegiatan keramaian
didepan umum
Jumlah 5 orang Petugas Pelaksana
Pelaksana
Pengawasan Penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai
Internal (SKP)
Jaminan Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar
Pelayanan pelayanan yang telah ditetapkan maka siap

menerima sanksi sesuai peraturan perundang-
undangan yang telah ditetapkan




Jaminan
Keamanan &
Keselamatan
Pelayanan

Registrasi dokumen yang diterbitkan

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi pelayanan melalui rapat stal setiap satu
bulan sekali




erkait dengan proses penyampaian pelayanan (Delivery Service)

1. | Persyaratan 1. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan
2. Foto copy KK
3. Foto copy KTP
4. Form Pendallaran Instansi Terkait
5.8urat pernyataan belum kawin dari KUA (untuk
TNI/Polri)
6. Persyaratan lain sesuai kebutuhan
2. | Sistem,
: Pemohon menyerahkan
Mekanisme dan Surat rekomendasi
Prosedur pendaftaran PNS/TNI/POLRI

Diterima  Terdapat

¢ - perbaikan
Petugas menerima berkas dan
melakukan verifikasi
kelengkapan berkas
Tanpa
Perbaikan

Petugas meminta ttd kepada
pcjabat yang berwenang

’

Petugas meregister dan
memberikan setempel serta
menyampaikan rekomendasi

kepada pemohon

'

Pemohon mengambil Surat ]

rekomendasi

Surat
Rekomendasi
pendaftaran
PNS/TNI/POL
RI1




1. Pemohon menyerahkan Sural rekomendasi
pendaftaran PNS/TNI/POLRI

2. Petugas menerima berkas dan melakukan
verifikasi kelengkapan berkas

3. Petugas meminta itd kepada pejabat yang
berwenang

4. Petugas meregister dan memberikan setempel
serta menyampaikan rekomendasi kepada
pemohon

5. Pemohon mengambil Surat rekomendasi

3. | Wakiu Pelayanan

20 Menit apabila Pejabat ada

4. | Biaya / Tarif

Grals

Produk

Pelayanan

(911

Surat Rekomendasi Untuk Mendaftar
PNS/TN1/Polri

6. | Penanganan

Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan

Pangaduan, Lumbang

Saran & Jl. Raya Cukurguling No. 08 Lumbang

Masukan Email : kecamatanlumbangpasi@ gmail.com
Terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisas
(manufacturing)

1. Dasar Hukum

1. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Pasuruan

2. Sarana Prasarana
& Fasilitas

1. Buku Register
2. ATK

3. | Kompetensi
Pelaksana

Camat

- Memahami uraian tugas

- Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan Permohonan Surat Rekomendasi
untuk mendafltar Pegawai/ TNI/ POLRI

- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
publik

Sekretaris Camat

- Memahami uraian tugas

- Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan Permohonan Surat Rekomendasi
untuk mendaftar Pegawai/ TNI/ POLRI

-  Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
publik




Kasi Pemerintahan dan Pelayanan:

- Memahami uraian tugas

-  Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan Permohonan Surat Rekomendasi
untuk mendaftar Pegawai/ TNI/ POLRI

- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
public

Jabatan pelaksana

- Memahami uraian tugas

- Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan Permohonan Surat Rekomendasi
untuk mendaftar Pegawai/ TNI/ POLRI

- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
public

Jumlah 3 orang petugas pelaksana

Pelaksana

Pengawasan Penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai

Internal (SKP)

Jaminan Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar

Pelayanan pelayanan yang telah ditetapkan maka siap
menerima sanksi sesual peraturan perundang-
undangan yang telah ditetapkan

Jaminan Register dokumen vang diterbitkan

Keamanan &

Keselamatan

Pelayanan

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu
bulan sekali




Terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Delivery Service)

1. | Persyaratan 1. Surat keterangan Pernyataan mengetahui Kepala
Desa dan ditandatangani oleh semua Ahli Waris +
2 grang saksi
2. Foto copy KTP/KK pewaris
3. Foto copy KTP/KK ahli waris
4. Foto copy Akta Nikah / Akta Cerai
5. Surat Keterangan Kematian dari Desa/Dokter
6. Lampiran keperluan Waris
2. | Sistem, Pemohon menyerahkan .
Mekanisme dan berkas Surat Keterangan Ahli
Waris :
Prosedur =
Diterima ! Terdapat
} perhaikan

Petugas memeriksa :
kelengkapan dokumen dan '

apabila lengkap kasi
pemerintahan memverifikasi

Tanpa
perbaikan

Petugas menyampaikan
berkas ke Sekretaris Camat

!

Sekretaris Camat melakukan
Verifikasi data dan bila perlu
dengan menghadirkan semua
ahli waris dan menggali
Keterangan dari ahli waris

Petugas meregister dan
memberikan setempel serta
menyampaikan Surat
Keterangan Ahli Waris kepada

pemohon
d N
Pemohon mengambil Surat
Pernyataan Ahli Waris
L o’

Surat
Pernyataan
Ahli Waris
TTD Camat




1. Pemohon menyerahkan berkas Surat Keterangan
Ahli Waris

2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen dan
apabila lengkap kasi pemerintahan memverifikasi

3. Petugas menyampaikan berkas ke Sekretaris
Camat

4. Sekretaris Camat melakukan Verifikasi data dan
bila perlu dengan menghadirkan semua ahli waris
dan menggali Keterangan dari ahli waris

5. Petugas meregister dan memberikan setempel
serta menyampaikan Surat Keterangan Ahli Waris
kepada pemohon

6. Pemohon mengambil Sural Keterangan Ahli Waris

3. | Waktu Pelayanan | 1 Hari Kerja

4. | Biaya / Tarif Gratis

5. | Produk Surat Pernyataan Ahli Waris
Pelayanan

6. | Penanganan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan
Pangaduan, Lumbang
Saran & J1. Raya Cukurguling No. 08 Lumbang
Masukan Email : kecamatanlumbangpas@gmail.com

Terkait dengan proses pengelolaan
(manufacturing)

pelayanan di intermal or

i

Dasar Hukum

1. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Pasuruan

2. | Sarana Prasarana | 1. Buku Register
& Fasilitas 2. ATK
3. | Kompetensi Camat
Pelaksana -  Memahami uraian tugas

-  Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan Permohonan Surat Rekomendasi
Keterangan Ahli Waris

-  Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
public

Sekretaris Camat
- Memahami uraian tugas
- Memahami prosedur, sistem dan mekanisme




Pelayanan Permohonan Surat Rekomendasi
Keterangan Waris

-  Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
public

Kasi Pemerintahan dan Pelayanan:

- Memahami uraian tugas

- Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan Permohonan Surat Rekomendasi
Keterangan Waris

-  Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
public

Jabatan pelaksana

- Memahami uraian tugas

- Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan Permohonan Surat Rekomendasi
Keterangan Waris

- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
public

Jumlah 4 Orang, terdiri dari :
Pelaksana - Camat
- Sekcam
- Kasi Pemerintahan dan pelayanan
- Pejabat Pelaksana
Pengawasan Penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai
Internal (SKP)
Jaminan Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar
Pelayanan pelayanan yang telah ditetapkan maka siap
menerima sanksi sesual peraturan perundang-
undangan yang telah ditetapkan
Jaminan Register dokumen yang diterbitkan
Keamanan &
Keselamatan
Pelavanan

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu
bulan sekali




rkait dengan proses penyampaian pelayanan (Delivery Service)

1.

Persyaratan

1.

Kasi Pemerintahan & Pelayanan menyiapkan nota

dinas yang berisi :

a. Materi sosialisasi yang dibutuhkan secara jelas
disertai kerangka acuan kegiatan;

b. Mencantumkan maksud dan tujuan
pelaksanaan sosialisasi;

c. Waktu dan tempat pelaksanaan sosialisasi;

d. Menyiapkan narasumber kegiatan sosialisasi.

Kasi Pemerintah & Pelayanan menyiapkan sarana

dan prasarana dalam pelaksanaan sosialisasi.

Sistem,
Mekanisme, dan
Prosedur

Penyusunan
Nota Dinas

PERSETUJUAN
NOTA DINAS

PERSIAPAN

. SARANA
MATERI b---- PELAKSANAAN f-.. SARAd
SOSIALISASI .

SOSIALISASI

Keterangan :

;

Kepala Seksi membual nota dinas uniuk
kegiatan sosialisasi beserta narasumber terkait

. Kepala Secksi melakukan verifikasi nota dinas

dan diteruskan ke Desa

Nota dinas yang sudah dibubuhi paraf oleh
Kepala Seksi, selanjutnya diajukan kepada
Sckcam yang menangani urusan pelayanan
terkait dalam rangka uraian tugas pelayanan
administrasi kemudian nota dinas diteruskan
kepada Camat

Kepala Seksi menyiapkan materi, sarana dan
prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
kegiatan sosialisasi




5. Kepala Seksi melaksanakan kegiatan sosialisasi
kepada Pengguna Layanan.
6. Sosialisasi diterima oleh pengguna layanan.

3. | Waktu Pelayanan | 1 (Satu) Han

4. | Biaya / Tanf Gratis
5. | Produk Kegaiatan Sosialisasi
Pelayanan
6. | Penanganan Kantor Kecamatan Lumbang
Pangaduan, J1. Raya Cukurguling No. 08 Lumbang
Saran & %+ Kantor
Masukan ® Email : kecamatanlumbangpas(gmail.com

4 Call Center Pelayanan Publik
® 085244608319

Terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisas
manufacturing)

1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357},

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang
Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan.

2. | Sarana Prasarana | 1. Ruang Rapat
& Fasilitas 2. Komputer dan Printer
3. Jaringan Internet

3. | Kompetensi Kepala Seksi
Pikicsana - Memahami uraian tugas
- Memahami prosedur penyusunan dan mekanisme




persetujuan nota dinas

-  Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
pelayanan sosialisasi

-  Memahami standar pelavanan dalam pelayanan
public

Sekretariat dan Petugas Pelayanan Publik

-  Memahami uraian tugas

- Memahami prosedur penyusunan dan mekanisme
persetujuan nota dinas

- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
pelayanan sosialisasi

- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
public

Kepala Sub Bagian Umum Kinerja dan Reformasi

Birokrasi

-  Memahami uraian tugas

-  Memahami prosedur penyvusunan dan mekanisme
persetujuan nota dinas

- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
pelayanan sosialisasi

- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
public

Petugas Pelaksana

- Memahami uraian tugas

- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
pelayanan sosialisasi

- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
publik

- Memahami prosedur penyusunan dan mekanisme
persetujuan nota dinas

Jumlah 3 Orang, terdiri dari :
Pelaksana - 1 Camat

- 1 Koordinator, dan

- 1 Petugsas Pelaksana
Pengawasan Penilaian pegawali dengan sasaran kerja pegawai
Internal (SKP)
Jaminan 1. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar
Pelayanan pelayanan yang telah ditetapkan maka siap

menerima sanksi sesuai peraturan perundang-
undangan yang telah ditetapkan

2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap,
dan dapat dipertanggungjawabkan




Jaminan
Keamanan &
Keselamatan
Pelayanan

1. Materi dan informasi yang disampaikan dijamin
kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Petugas yang melaksanakan pelayanan telah
mendapal penugasan dari atasan langsung

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu
bulan sekali dan evaluasi ke Desa setiap tiga bulan
sekali




erkait dengan proses penyampaian pelayanan (Delivery Service)

1. | Persyaratan

Dokumen/berkas pendukung terkait permasalahan
yang akan dikonsultasikan

2. | Sistem,
Mekanisme, dan
Prosedur

Konsultasi dapat dilaksanakan menjadi 2 (dua) yaitu:
1. Konsultasi dengan

Penanganan Pengaduan

datang langsung ke

Pengguna layanan datang
lnngsung ke Penanganan
Pengaduan

Konsultasi dengan stal’

Penanganan
Pengaduan

Jika dapat

welesaika

Jika tidak
dapat
diselesaikan

L
Konsultasi dengan /
Koaordinator Jika dapat

diselesaika
n

Penanganan

Jika tidak

dapat
diselesaikan

h

Arahan dari Pejabat

pelaksana pengaduan
Keterangan :
a. Pengguna layanan datang langsung ke

Penanganan Pengaduan dengan membawa
dokumen/berkas yang disyaratkan;

b. Pengguna layanan melaksanakan konsultasi
dengan staf pada Penanganan Pengaduan;

c. Apabila dapat diselesaikan, pengguna layanan
akan mendapat hasil konsultasi. Jika tidak

dapat diselesaikan, maka konsultasi
dilanjutkan kepada Koordinator Penanganan
Pengaduan;

d. Apabila dapat diselesaikan, pengguna layanan
akan menerima hasil konsultasi. Jika masih
tidak dapat diselesaikan, maka selanjutnya
pengguna layanan berkonsultasi dan mendapat
arahan dari Pejabat pelaksana pengaduan.




2. Konsultasi via daring ke Call Center Pelayanan

Publik
Pengguna layanan
menghubungi Call Cemter
Pelayanan Publik
Konsultasi dengan staf Jika dapat
Pelayanan diselesaika
n
Jika tidak Hasil
dapat Konsula
diselesaikan si

v
Konsultasi dengan pejabat /'
Jika dapat
aksan d
eI propRp diselesaika
n
Keterangan :

a.

b.

Pengguna layanan menghubungi Call Center
Pelayanan Publik via daring;

Pengguna layanan melaksanakan konsultasi
dengan staf Pelayanan;

Apabila dapat diselesaikan, pengguna layanan
akan menerima hasil konsultasi. Jika tidak
dapat diselesaikan, maka konsultasi
dilanjutkan kepada Koordinator di Penanganan
Pengaduan;

d. Pengguna layanan menerima hasil konsultasi.

Waktu Pelayanan | 1 (Satu) Hari

Biaya / Tarif Gratis

Produk Jasa Konsultasi

Pelayanan

Penanganan Kantor Kecamatan Lumbang

Pangaduan, Jl. Raya Cukurguling No. 08 Lumbang

Saran & < Kantor

Masukan ® Email : kecamatanlumbangpas@gmail.com

% Call Center Pelayanan Publik
®/ 085244608319




Terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisas]
(manufacturing)

1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5149);

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang
Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan.

2. | Sarana Prasarana | 1. Ruang Rapat
& Fasilitas 2. Komputer dan Printer
3. Jaringan Internet

3. | Kompetensi Kepala Seksi Pemerintahan

Pelaksana -  Memahami uraian tugas

-  Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
pelayanan konsultasi

-  Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
publik

Sekretariat dan Petugas Pelayanan Publik

- Memahami uraian tugas

- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
pelayanan konsultasi

- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
publik

Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi

- Memahami uraian tugas

- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
pelayanan konsultasi

- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
public




Jabatan Pelaksana

- Memahami uraian tugas

- Memahami sisten, mekanisme dan prosedur
pelayanan konsultasi

- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
publik

Jumlah 3 Orang, terdiri dari :
Pelaksana - 1 Camat
- 1 Koordinator, dan
- 1 Jabatan Pelaksana
Pengawasan Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai
Internal (SKP)
Jaminan 1. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar
Pelayanan pelayanan yang telah ditetapkan maka siap
menerima sanksi sesuai peraturan perundang-
undangan yang telah ditetapkan
2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap,
dan dapat dipertanggungjawabkan
Jaminan 1. Materi dan informasi yang disampaikan dijamin
Keamanan & kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan
Keselamatan 2. Petugas yang melaksanakan pelayanan telah
Pelayanan mendapat penugasan dari atasan langsung

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi pelayanan melalui rapat stal sctiap satu
bulan sekali dan evaluasi ke Desa setiap tiga bulan
sekali




Terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Delivery Service)

1.

Persyaratan

1.

Surat Permohonan penyediaan data dan informasi

dari pengguna layanan, yang berisi :

a. Identitas Pemohon meliputi nama
perseorangan/instansi, kontak yang dapat
dihubungi dan alamat email

b. Data dan Informasi vang diminta secara jelas

¢. Mencantumkan maksud dan lujuan
permohonan data dan informasi dimaksud

d. Pengguna layanan wajib menggunakan data
dan informasi dengan mencantumkan sumber
dari mana memperoleh data dan informasi
tersebut, bailk yang digunakan untuk
kepentingan sendiri maupun untuk
kepentingan publikasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.




Sistemn,
Mekanisme, dan
Prosedur

Penyvampian Surat
permohonan Data
dan Informasi oleh
Pengguna layanan

Permohonan diterima oleh
Penyelenggara pelayanan

Y

Pengguna Layanan
menerima tanda terima
permohonan

ANALISIS

Katepori tidak
dikecualikan

Tidak

Pengguna
lay anan
menerima
sural
penolakan

Keterangan :

a. Pengguna Layanan menyampaikan surat
permohonan penyediaan data dan informasi
kepada Unit Penyelenggara Pelayanan;

b. Unit Penyelenggara Pelayanan menerima Surat
Permohonan Penyediaan Data dan Informasi dari
pengguna layanan;

c. Pengguna layanan menerima tanda terima

permohonan data dan informasi;




d. Pengguna layanan menunggu hasil analisis oleh

Unit Penyelenggara Pelayanan terhadap data dan

informasi yang diminta, di mana :

l)Jika data dan informasi yvang diminta masuk

dalam  kategori tidak dikecualikan, maka
pengguna layanan akan menerima surat yang
berisi data dan informasi sesuai permohonan yang
disampaikan sebelumnya baik secara langsung

maupun daring.

2) Jika data dan informasi masuk dalam kategori

dikecualikan, maka pengguna layanan akan
menerima surat penolakan yang disertai dengan
alasan  penolakan  berdasarkan  ketentuan
peraturan perundang-undangan vang berlaku
baik secara langsung maupun daring.

3. | Waktu Pelayanan | 1 (Satu) Hari
4. | Biaya [/ Tarifl Gratis
5. | Produk Layanan Data dan Informasi
Pelayanan
6. | Penanganan Kantor Kecamatan Lumbang
Pangaduan, J1. Raya Cukurguling No. 08 Lumbang
Saran & < Kantor
Masukan ® Email : kecamatanlumbangpas@gmail.com
% Call Center Pelayanan Publik

® 085244608319

Terkait dengan proses
(manufacturing)

pengelolaan pelayanan di internal

1.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);




Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang
Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan.
Sarana Prasarana | 1. Ruang Rapat
& Fasilitas 2. Komputer dan Printer
3. Jaringan Internet
Kompetensi Camat
Pelaksana - Memahami uraian tugas
- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan
Publik
- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
publik
Sekcam

Memahami uraian tugas

Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan
Publik

Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
public

Kasi Pemerintahan & Pelayanan

Memahami uraian tugas

Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan
Publik

Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
publik

Kasi PMD

Memahami uraian tugas

Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan
Publik

Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
publik

Kasi Kessos

Memahami uraian tugas
Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan




Publik

- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
publik

Kasi Trantib

-  Memahami uraian tugas

- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan
Publik

- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
publik

Jabatan Pelaksana

- Memahami uraian tugas

- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan
Publik

- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
publik
Memiliki keterampilan dan kemampuan khusus
dalam hal penanganan pengaduan

Jumlah 10 Orang, terdiri dari :
Pelaksana - 1 Camat
- 1 Sekcam
- 4 Kasi
- 4 Jabatan Pelaksana
Pengawasan Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai
Internal (SKP)
Jaminan 1. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar
Pelayanan pelayanan yang telah ditetapkan maka siap
menerima sanksi sesuai peraturan perundang-
undangan yang telah ditetapkan
2. Informas1 diberikan dengan cepat, tepat,
lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan
Jaminan 1. Materi dan informasi yang disampaikan dijamin
Keamanan & kebenarannya dan dapat
Keselamatan dipertanggungjawabkan
Pelayanan 2. Petugas yang melaksanakan pelayanan telah

mendapal penugasan dari atasan langsung

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi pelayanan melalui rapat stal setiap satu
bulan sekali dan evaluasi ke Desa setiap tiga bulan
sekali




Terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Delivery Service)

1. | Persyaratan Dokumen/berkas pendukung terkait permasalahan
yvang akan adukan
2. | Sistem, Konsultasi dapat dilaksanakan menjadi 2 (dua) yaitu:

Mekanisme, dan

Prosedur

1. Konsultasi dengan datang langsung ke
Penanganan Pengaduan

Pengguna layanan datang
langsung ke Penangunan
Pengaduan

Konsultasi dengan staf Jika dapat

Penanganan diselesaika
Pengaduan n

Jika tidak
dapat
diselesaikan

¥
Konsultasi dengan /
Koordinator Jika dapat

diselesaika
n

Penanganan

Jika tidak

dapat
diselesaikan

Arahan dari Pejabat
pelaksana pengaduan

Keterangan :

a. Pengguna layanan datang langsung ke
Penanganan Pengaduan dengan membawa
dokumen /berkas vang disyaratkan;

b. Pengguna layanan melaksanakan konsultasi
dengan staf pada Penanganan Pengaduan;

c. Apabila dapat diselesaikan, pengguna layanan
akan mendapat hasil konsultasi. Jika tidak
dapat diselesaikan, maka konsultasi
dilanjutkan kepada Koordinator Penanganan
Pengaduan;

d. Apabila dapat diselesaikan, pengguna layanan
akan menerima hasil konsultasi. Jika masih
tidak dapat diselesaikan, maka selanjutnya
pengguna layanan berkonsultasi dan mendapat
arahan dari Pejabat pelaksana pengaduan.




% Konsultasi via daring ke Call Center Pelayanan
Publik

Pengguna layanan
menghubungi Call Center
Pelayanan Publik

Konsultasi dengan staf Jika dapat
Pelayanan diselesaika
\ .
Jika tidak
dapat
diselesaikan
h J
Konsultasi dengan pejabat /
Jika dapat
lak d
PEIREIE pEREaIuN diselesaika
n
Keterangan :

a. Pengguna layanan menghubungi Call Center
Pelayanan Publik via daring;

b. Pengguna layanan melaksanakan konsultasi
dengan stal Pelayanan;

c. Apabila dapat diselesaikan, pengguna layanan
akan menerima hasil konsultasi. Jika tidak
dapat diselesaikan, maka konsultasi
dilanjutkan kepada Koordinator di Penanganan
Pengaduan;

d. Pengguna layanan menerima hasil konsultasi.

Waktu Pelayanan

1 (Satu) Hari

Biaya / Tarif

Gratis

Produk Jasa Penanganan Pengaduan

Pelayanan

Penanganan Kantor Kecamatan Lumbang

Pangaduan, Jl. Raya Cukurguling No 08 Lumbang

Saran & % Kantor

Masukan ® Email : kecamatanlumbangpas@gmail.com

< Call Center Pelayanan Publik
2085244608319




[le:rhit dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisas|
manufacturing)

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah:

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5149);

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang
Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan.

2. | Sarana Prasarana | 1. Ruang Rapat
& Fasilitas 2. Komputer dan printer

3. Jaringan Internet

3. | Kompetensi Camat

-  Memahami uraian tugas

-  Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan
Publik

- Memahami standar pelavanan dalam pelayanan
publik

Sekcam

-  Memahami uraian tugas

- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan
Publik

Pelaksana




- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
publik

Kasi Pemerintahan & Pelayanan

-  Memahami uraian tugas

- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan
Publik

- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
publik

Kasi PMD

-  Memahami uraian tugas

- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan
Publik

- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
publik

Kasi Kessos

-  Memahami uraian tugas

- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
pelavanan Penanganan Pengaduan Pelayanan
Publik

- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
publik

Kasi Trantib

-  Memahami uraian tugas

- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan
Publik

- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
publik

Jabatan Pelaksana

-  Memahami uraian tugas

- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan
Publik

- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
public

- Memiliki keterampilan dan kemampuan khusus
dalam hal penanganan pengaduan

4. | Jumlah 10 Orang, terdiri dari :
Pelaksana - 1 Camat
- 1 Sekcam
- 4 Kasi
- 4 Jabatan Pelaksana
5. | Pengawasan Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai
Internal (SKP)




Jaminan

Pelayanan

b. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar

pelayanan vang telah ditetapkan maka siap
menerima sanksi sesuai peraturan perundang-

undangan vang telah ditetapkan

c. Informasi diberikan dengan cepat, tepat,

lengkap,dandapat dipertanggungjawabkan

Jaminan
Keamanan &
Keselamatan

Pelayanan

1. Materi dan informasi yang disampaikan dijamin
kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Petugas yang melaksanakan pelayanan telah

mendapat penugasan dari atasan langsung

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu
bulan sekali dan evaluasi ke Desa setiap tiga bulan
sckali




t dengan proses pnl.n.n pelayanan (Delivery Be]

Mekanisme, dan
Prosedur

Pemohon menyerahkan
Rekomendasi proposal
bantuan sosial /agama

Diterima l

Petugas memeriksa
kelengkapan dokumen
persyaratan

Tanpa l
Perbaikan

Petugas menyampaikan

kepada Kasi Kesra

v

Kasi Kesra melakukan
verifikasi berkas dan paraf
permohonan

v

Camat memberikan
Tandatangan

I

4

Petugas merigester dan
menyetempel surat
rekomendas: proposal
bantuan sosial/agama

1. | Persyaratan 1. Surat Permohonan
2. Proposal
3. Rencana Anggaran dan Biaya vang dimohon (RAB)
4. Ktp Ketua Panitia/Penangungjawab

2. | Sistem,

4

Pemohon mengambil surat
rekomendasi proposal
bantuan sosial/agama

v

Surat
Rekomendasi

proposal
bantuan




Keterangan :

1. Pemohon mengajukan pelayanan rekomendasi
proposal bantuan sosial/agama dengan
menyampaikan berkas sesuai pesyaratan;

2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi
kelengkapan berkas persyaratan;

3. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan
persyaratan maka berkas akan dikembalikan ke
pemohon unuk dilengkapi;

4. Apabila kelengkapan berkas lengkap, Petugas
pelavanan akan memberikan nomor register dan
menyampaikan nyva ke Kasi Kessos untuk
verifikasi dan validasi apabila data pemohon tidak
valid maka akan dikembalikan dan apabila data
valid makan Kasi Kessos akan memberikan paraf;

5. Setelah Kasi Kessos memberikan paraf surat
rekomendasi untuk dimintakan paral sekcam

6. Camat akan memberikan tanda tangan setelah
sekcam memberikan paraf;

7. Setelah rekomendasi proposal bantuan sosial /
agama di tanda tangani Camat  Staf
membubuhkan stempel;

8. Memberikan berkas rekomendasi proposal
bantuan sosial / agma kepada pemohon.

Wakiu Pelayanan | 1 [satu) Jam

Biaya / Tarif Gratis

Produk Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial/Keagamaan
Pelayanan

Penanganan Kasi Kesejahteraan dan Sosial Kecamatan Lumbang
Pangaduan, Jl. Raya Cukurguling No. 08 Lumbang

Saran &

Masukan

Email : kecamatanlumbangpasigmail.com




Terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal orp.ﬂlnlf
{manufacturing)

1. | Dasar Hukum 1. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di

Kabupaten Pasuruan

2. | Sarana Prasarana | 1. Buku Register
& Fasilitas 2. ATK

3. Komputer 1 unit

3. | Kompetensi Camat

Pelakadna - Memahami uraian tugas

-  Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan Rekomendasi Proposal Bantuan
Sosial /Keagamaan

- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
public

Sekretaris Camat
Memahami uraian tugas

-  Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan Rekomendasi Proposal Bantuan
Sosial / Keagamaan

- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
public

Kasi Kesejahteraan Sosial :

- Memahami uraian tugas

- Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan Rekomendasi Proposal Bantuan
Sosial /Keagamaan

-  Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
public

Staf Kesejahteraan Sosial :

- Memahami uraian tugas

-  Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan Rekomendasi Proposal Bantuan
Sosial / Keagamaan

- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
public

- Melaksanakan Pelayanan masyarakat terhadap
permintaan Reckomendasi Proposal Bantuan
Sosial [ Keagamaan




Jumlah

4 Orang, terdiri dari :

Pelaksana - Camat ‘
- Sekretaris Camat
- Kasi Kesejahteraan Sosial
- 1 Jabatan Pelaksana
Pengawasan Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai
Internal (SKP)
Jaminan Apabila pelayanan tidak sesuar dengan standar
Pelayanan pelayanan yang telah ditetapkan maka siap
menerima sanksi sesual peraturan perundang-
undangan yang telah ditetapkan
Jaminan Registrasi dokumen yang diterbitkan

Keamanan &
Keselamatan

Pelayanan

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu
bulan sekali dan evaluasi ke Desa setiap tiga bulan
sekali




Terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Delivery Service)

1,

Persyaratan

L

w 0

Surat pengantar dari Kelurahan/ Desa untuk
surat keterangan tempat tinggal (SKTT) vang
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Daerah
Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan/ Desa

. Foto copy Surat Tanda Melapor (STM) dari

kepolisian , 1 (satu) lembar

. Foto copy Passport yang masih valid, 1 (satu)

lembar
Foto copy Kartu [zin Tinggal Sementara (KITAS)
dari Kantor Imigrasi , 1 (satu) lembar

Skema,
Mekanisme dan

Prosedur

[ Pemohon menyerahkan } -

Berkas
Direrima | Terdapat
i perhaikan
Petugas memeriksa :
kelengkapan dokumen 4
Tanpa
Perbaikan

Petugas meminta didelegasi
oleh pejabat yang berwenang

.

Petugas meregister dan
memberikan setempel serta
menyampaikan kepada
pemohon

'

{ Pemohon mengambil berkas ]

v




—

W N

4.

. Pemohon menyerahkan Berkas
. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen
. Petugas meminta didelegasi oleh pejabat yang

berwenang
Petugas meregister dan memberikan setempel
serta

5. menyampaikan kepada pemohon
6. Pemohon mengambil berkas
4. | Waktu Pelayanan | 30 menit
5. | Biaya / Tanf Gratis
6. | Produk Surat Pengantar Keterangan Domisili WNA
7. | Penanganan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan
Pangaduan, Lumbang
Saran & Jl. Raya Cukurguling No. 08 Lumbang
Masukan Email : kecamatanlumbangpas(@gmail.com
Terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi
{manufacturing)
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Rl Nomor 2 tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Permen PAN & RB nomor 29 tahun 2022 tentang
Pemantauan dan evaluasi kinerja
Penyekenggaraan Pelayanan Publik Negara
Republik Indonesia
3. Undang-Undang Presiden Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar
Negeri
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian
5. Peraturan Bupati Pasuruan nomor 11 tahun
2021 tentang Pelayanan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. | Sarana Prasarana | 1. ATK
& Fasilitas 2. Komputer
3. Printer
4. Berkas Permohonan
3. | Kompetensi Camat
Pelaksana -  Memaham uraian tugas

Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan Surat Keterangan Domisi WNA
Memahami standar pelayanan dalam pelayvanan
public




Sekretaris Camat

Memahami uraian tugas

Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan Surat Keterangan Domisi WNA
Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
public

Kasi Pemerintahan dan Pelayanan:

-

Memahami uraian tugas

Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan Surat Keterangan Domisi WNA
Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
public

Staff Pemerintahan dan Playanan

Memahami uraian tugas

Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan Surat Keterangan Domisi WNA
Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
public

Melaksanakan Pelayanan masyarakat terhadap
permintaan Surat Keterangan Domisi WNA

Jumlah 4 Orang, terdiri dan :
Pelaksana - Camat _
- Sekretaris Camat
- Kasi Pemerintahan dan pelayanan
- 1 jabatan Pelaksana
Pengawasan Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai
Internal (SKP)
Jaminan - Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar
Pelayanan pelayanan yang telah ditetapkan maka siap
menerima sanksi sesuai peraturan perundang-
undangan yang telah ditetapkan
- Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap,
dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Sesuai Maklumat Pelayanan.
Jaminan Registrasi dokumen yang diterbitkan

Keamanan &
Keselamatan

Pelayanan
Evaluasi Kinerja | Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu
Pelaksana bulan sekali.




Terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Delivery Service)

1. | Persvaratan

i |

Kepala Desa membawa Berita Acara Hasil Seleksi

2. | Skema,
Mekanisme dan
Prosedur

Kepala Desa konsuliasi B
dengan camat

Diterima Terdapat
! perbaikan

Hasil konsultasi dituangkan
dalam berita acara

!

Memproses dan membuatkan
Rekomendasi

l

[ Tanda Tangan Camat ]

|

Petugas
menuliskan
ke dalam

buku register

1. Kepala Desa Konsultasi dengan Camat
2. Hasil Konsultasi dituangakan dalam Berita Acara
3. Petugas memproses dan membuatkan
rekomendasi.
4. Petugas menuliskan ke dalam buku register
4. | Waktu Pelayanan | 7 Hari
5. | Biaya / Tarifl Gratis




6. | Produk Rekomendasi Pengangkatan, Mutasi dan
Pemberhentian Perangkat Desa
7. | Penanganan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan
Pangaduan, Lumbang
Saran & Jl. Raya Cukurguling No. 08 Lumbang
Masukan Email : kecamatanlumbangpas@gmail.com

Terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi
{manufacturing)

1 3

Dasar Hukum

Permen PAN & RB nomeor 29 tahun 2022 tentang
Pemantauan dan evaluasi kinerja
Penyekenggaraan Pelayvanan Publik Negara
Republik Indonesia

Peraturan Bupati nomor 154 tahun 2022 tentang
Perangkat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun

2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa.

Sarana Prasarana
& Fasilitas

Ruang Pelayanan
ATK

Komputer

Printer

Berkas Permohonan

Kompetensi
Pelaksana

Camat

Memahami uraian tugas

Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan Rekomendasi Pengangkatan, Mutasi
dan Pemberhentian Perangkat Desa

Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
publik

Sekretaris Camat

Memahami uraian tugas

Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan Rekomendasi Pengangkatan, Mutasi
dan Pemberhentian Perangkat Desa

Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
publik

Kasi Pemerintahan dan Pelayanan:

Memahami uraian tugas

Memahami prosedur, sistemm dan mekanisme
Pelayanan Rekomendasi Pengangkatan, Mutasi
dan Pemberhentian Perangkat Desa

Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
public




Staff Pemerintahan dan Playanan

Memahami uraian tugas

Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan Rekomendasi Pengangkatan, Mutasi
dan Pemberhentian Perangkat Desa

Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
public

Melaksanakan Pelayanan masyarakat terhadap
permintaan Rekomendasi Pengangkatan, Mutasi
dan Pemberhentian Perangkat Desa

Jumlah 4 Orang, terdiri dari :
Pelaksana - Camk
- Sekretaris Camat
- Kasi Pemernniahan dan pelayanan
- 1 jabatan Pelaksana
Pengawasan Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai
Internal (SKP)
Jaminan - Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar
Pelayanan pelayanan yang telah ditetapkan maka siap
menerima sanksi sesuai peraturan perundang-
undangan yang telah ditetapkan
- Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap,
dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Sesuai Maklumat Pelayanan.
Jaminan Registrasi dokumen vang diterbitkan

Keselamatan
Pelayanan

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi pelayanan melalui rapat stal setiap satu
bulan sekali.




Terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Delivery Service)

1. | Persyaratan Ketua BPD membawa membawa laporan Calon
Kepala Desa Terpilih disertai permohonan
pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian
Kepala Desa.

2. | Skema,

Mekanisme dan
Prosedur

BPD Membawa Laporan Calon kKepala
esa Terpilih disertai permohonan
pengesahan. penganghatan dan
pemberhentian Kepala Desa Kepode Bupuati

Diterima l
Koreksi dan Analisis berkas

v

Memproses dan membuatkan
Pengantar

l

[ Camat memberikan Tanda ]

Tangan Camat

l

Petugas menuliskan ke dalam
buku register

y

Rekomendasi

Pengangkatan,
Mutasi dan
Pemberhentian

Perangkat
Desa

1. Ketua BPD Membawa Laporan Calon Kepala Desa
Terpilih disertai permohonan pengesahan,
pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
Kepada Bupati

Petugas Mengoreksi dan Analisis Berkas

Petugas memproses dan membuatkan pengantar
Tanda tangan Camat

Petugas menuliskan ke dalam buku register

U ot el




4. | Waktu Pelayanan | 7 Hari

5. | Biaya / Tarif Gratis

6. | Produk Pengantar Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala

Desa

7. | Penanganan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan
Pangaduan, Lumbang
Saran & Jl. Raya Cukurguling No. 08 Lumbang
Masukan Email : kecamatanlumbangpas@gmail.com

Terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi
(manufacturing)

L;

Dasar Hukum

1. Permen PAN & RB nomor 29 tahun 2022 tentang
Pemantauan dan evaluasi kinerja
Penyekenggaraan Pelayanan Publik

2. Peraturan Bupati nomor 20 tahun 2017 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

3. Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik
Indonesia nomor 110 tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa

2. | Sarana Prasarana | 1. ATK
& Fasilitas 2. Komputer
3. Printer
4. Berkas Permohonan
3. | Kompetensi Camat
Pelaksana - Memahami uraian tugas

sistem dan mekanisme
Pengangkatan dan

- Memahami prosedur,
Pelayanan Pengantar
Pemberhentian Kepala Desa

- Memaham standar pelayanan dalam pelayanan
publik

Sekretaris Camat

-  Memahami uraian tugas

- Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan  Pengantar Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Desa
-  Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
publik

Kasi Pemerintahan dan Pelayanan:

- Memahami uraian tugas

- Memahami prosedur, sistern dan mekanisme
Pelayanan Rekomendasi Pengantar Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala Desa




Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
public

Staff Pemerintahan dan Playanan

Memahami uraian tugas

Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan Rekomendasi Pengantar Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala Desa

Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
public

Melaksanakan Pelavanan masyvarakat terhadap
permintaan Rekomendasi Pengangkatan, Mutasi
dan Pemberhentian Perangkat Desa

Jumlah 4 Orang, terdiri dari :
Pelaksana - Camat )
- Sekretaris Camat
- Kasi Pemerintahan dan pelayanan
- 1 jabatan Pelaksana
Pengawasan Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai
Internal (SKP)
Jaminan - Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar
Pelayanan pelayanan yang telah ditetapkan maka siap
menerima sanksi sesuai peraturan perundang-
undangan yang telah ditetapkan
- Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap,
dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Sesuai Maklumat Pelayanan.
Jaminan Registrasi dokumen yang diterbitkan
Keamanan &
Keselamatan
Pelayanan
Evaluasi Kinerja Evaluasi pelayanan melalui rapal stal setiap satu
Pelaksana bulan sekali.




Terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Delivery Service)

1. | Persyaratan 1. Menyampaikan berkas jenis Pengajuan vang akan
diajukan.
2. Menyampaikan besaran dana.
2. | Skema,

Mekanisme dan

Prosedur

Desa Menyampaikan Berkas
Pengajuan

Mriterima
verifikasi data dan analisis
Bantuan

'

Memproses dan membuatkan
Pengantar

l

Camat memberikan Tanda }

Tangan Camat

|

Petugas menuliskan ke dalam
buku register

'

Pengantar
Pengajuan Dd,
Add, Bhprd,
Bkk, Dan
Bantuan
Sumber Dana
Lainnya

1. Pemohon (Desa) menunjukkan berkas jenis dan
besaran bantuan yang akan dicairkan kepada
Petugas

2. Petugas memverifikasi data dan analisis bantuan

3. Petugas MEMmproses dan membuatkan
rekomendasi.

4. Tanda tangan Camat

5. Petugas menuliskan ke dalam buku register




3. | Waktu Pelayanan | | Han

4. | Biaya / Tarif Gratis

3. | Produk Pengantar Pengajuan Dd, Add, Bhprd, Bkk, Dan

Bantuan Sumber Dana Lainnya

6. | Penanganan Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan
Pangaduan, Lumbang
Saran & J1. Raya Cukurguling No. 08 Lumbang
Masukan Email : kecamatanlumbangpas@gmail.com

Terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi
(manufacturing)

1,

Dasar Hukum

1. Permen PAN & RB nomor 29 tahun 2022 tentang
Pemantauan dan evaluasi kinerja
Penyekenggaraan Pelayanan Publik

2. Peraturan Bupati No. 03 Tahun 2017 tentang
Pedoman dan Petunjuk Teknis tata cara
pembagian dan penetapan besaran, pengelolaan,
pengendalian dan Pertanggung jawaban Dana
Desa.

3. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Pasuruan

Sarana Prasarana
& Fasilitas

ATK

Komputer

Printer

Berkas Permohonan

P

Kompetensi
Pelaksana

Camat

- Memahami uraian tugas

-  Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan Pengantar Pengajuan Dd, Add, Bhprd,
Bkk, Dan Bantuan Sumber Dana Lainnya

- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
publik

Sekretaris Camat

- Memahami uraian tugas

-  Memsahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan Pengantar Pengajuan Dd, Add, Bhprd,
Bkk, Dan Bantuan Sumber Dana Lainnya

- Memahami standar peclayanan dalam pelayanan
publik




Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

Memahami uraian tugas

Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan Rekomendasi Pengantar Pengajuan
Dd, Add, Bhprd, Bkk, Dan Bantuan Sumber
Dana Lainnya

Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
public

Staff Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

Memahami uraian tugas

Memahami prosedur, sistem dan mekanisme
Pelayanan Rekomendasi Pengantar Pengajuan
Dd, Add, Bhprd, Bkk, Dan Bantuan Sumber
Dana Lainnya

Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
public

Melaksanakan Pelayanan masyarakat terhadap
permintaan Pengantar Pengajuan Dd, Add,
Bhprd, Bkk, Dan Bantuan Sumber Dana Lainnya

Jumlah 4 Orang, terdiri dari :
Pelaksana - Camat
- Sekretaris Camat
- Kasi Pemerintahan dan pelayanan
- 1 jabatan Pelaksana
Pengawasan Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai
Internal (SKP)
Jaminan - Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar
Pelayanan pelayanan yang (elah ditetapkan maka siap
menerima sanksi sesuai peraturan perundang-
undangan yang telah ditetapkan
- Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap,
dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Sesuai Maklumat Pelayanan.
Jaminan Registrasi dokumen yang diterbitkan
Keamanan &
Keselamatan
Pelayanan

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi pelayanan melalui rapat stal setiap satu
bulan sekali.




